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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

1.1 Kajian Pustaka
1.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1
Pengertian Bank syariah


Bank merupakan lembaga atau badan usaha yang mengelola dana yang di himpun dari masyarakat, juga berperan sebagai lembaga intermedias atau perantara bagi masyarakat yang surplus dana dari masyarakat yang kekurangan dana. Hal ini sesuai dengan pendapat Kasmir dalam bukunya yang berjudul “ Bank dan Lembaga Keuangan Lainya” mengenai pengertian bank umum dan bank syariah, sebagai berikut:

“Bank umum merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanya memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran”.

(2003;23)

Perbedaan bank konvesional dan bank syariah secara umum di uraikan sebagai berikut:
Tabel 2.1

Perbedaan Bank Konvesional dan Bank Syariah

	BANK SYARIAH
	BANK KONVESIONAL

	1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa.

3. Profit dan falah oriented.

4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.

5. Pengimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.
	1. Investasi yang halal dan haram.

2. Memakai perangkat bunga.

3. Profit oriented.

4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-keditur.
5. Tidak terdapat dewan sejenis.




Sumber Muhamad Syafii Antonio dalam buku Bank syariah dari teori ke praktik (2001;34)
Perbedaan antara imbalan yang diberikan oleh kedua bank tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

	BUNGA
	BAGI HASIL

	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan bepedoman pada kemungkinan untung rugi.

	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.
	Jumlah pembagi laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

	Eksistensi bunga diragukan (kalau tiak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.
	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.


Sumber Muhamad Syafii Antonio dalam buku Bank syariah dari teori ke praktik (2001;61)
2.1.1.2 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki fungsi yang di tulis oleh Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan syariah Indonesia yang di buku “Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)”, adalah sebagai berikut:

“ 1. Manajer investasi;

Bank Syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad Mudharabah atas sebagai agen investasi;

1. Investor;

Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;

2. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran;

Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;

3. Pengembang fungsi sosial 

Bank Syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebijakan (qardhul hasan) sesuai ketentuan yang berlaku”.

(2003;1)

2.1.1.3 Karakteristik Bank Syariah


Karakteristik bank syariah dapat bersifat fleksibel, yang meliputi.

a. Keadilan, melarang riba tetapi menggunakan bagi hasil

Pengetian riba menurut Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya yang berjudul “Bank Syariah dari Teori Ke Praktik” yaitu:

“Pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam”. 
(2002;37)

b. Kemitraan, yaitu saling memberi manfaat .

Posisi nasabah, investor, penggunaan dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan betanggung jawab dimana tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

c. Universal, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar).

Menghindari penggunana sumber daya yang tidak efesien, dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku dan ras.
1.1.2 Aktiva 
1.1.2.1 Pengertian Aktiva 

Pengembalian suatu perusahaan dapat dinilai dari perspektif dasar pendanaan, yaitu kewajiban ditambah ekuitas, atau total aktiva. Pengembalian atas total aktiva merupakan ukuran efisiensi operasi yang relevan. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva yang diberikan pada perusahaan. Ukuran ini tidak membedakan pengembalian berdasarkan sumber pendapatan. Dengan menghilangkan dampak sumber pendanaan aktiva, abalisis dapat terpusat pada evaluasi dan peramalan kinerja operasi. Namun, dasar total aktiva untuk menghitung pengembalian atas investasi modal seringkali perlu disesuaikan.Adapun pengertian aktiva menurut Aria Farahmita dalam bukunya “Pengantar Akuntansi”, adalah sebagai berikut:
“ Sumber daya yang dimiliki perusahaan”.

(2005;421)

2.1.2.2
Jenis Aktiva

Adapun aktiva di bagi dengan beberapa jenis yaitu yang dikemukakan oleh Aria Farahmita dalam bukunya yang bejudul “Pengantar Akuntansi”, adalah sebagai berikut:
“ 1.
Aktiva tetap atau aktiva berwujud permanen atau jangka panjang yang digunkan dalam operasi perusahaan.
2. Aktiva tetap tak berwujud, aktiva berumur panjang dalam operasi perusahaan yang tidak disimpan untuk dijual dan tidak mempunyai bentuk fisik”.

(2005;421)
Dibawah ini adalah penjelasan dari jenis aktiva adalah sebagai berikut:
1. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud (tangible fixed assets) yang: (1) masa manfaatnya lebih dari satu tahun, (2) digunakan dalam kegiatan perusahaan, (3) dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan norma perusahaan serta, (4) nilainya cukup besar. Tidak ada kriteria standar mengnai jangka waktu pemakaian minimal untuk membedakan aktiva tetap dengan aktiva lainnya. Walaupun demikian, pemakaian lebih dari satu tahun, pada umumnya, digunakan sebagai pedoman. Kriterian lain adalah aktiva tersebut harus dipakai dalam kegiatan perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Aktiva yang memiliki untuk dijual kembali dalam kegiatan normal termasuk dalam kategori persediaan, walaupun aktiva tersebut, kalau dipakai, dapat berumur lebih dari satu tahun.

2. Aktiva tetap tak bewujud (intangible assets) adalah aktiva perusahaan yang secara phisik tidak dapat dinyatakan. Contoh aktiva tak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan, biaya ditangguhkan serta hak pengusahaan sumber alam. Aktiva tak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Apabila suatu aktiva tak berwujud diperoleh dengan membeli dari pihak luar, maka disamping harga beli, yang termasuk sebagai harga perolehan (cost) adalah biaya-biaya tambahan untuk mendapatkannya seperti biaya yang dibayarkan kepada Pemerintah dan notaris serta biaya administrasi yang berhubungan. Apabila suatu aktiva tak berwujud diperoleh dengan jalan mengembangkan sendiri, maka termasuk dalam harga perolehan adalah biaya-biaya bahan, peralatan dan fasilitas, biaya gaji dan upah dan biaya tidak langsung seperti misalnya alokasi biaya administrasi dan umum. 
2.1.3
Aktiva Produktif
2.1.3.1 Pengertian Aktiva Produktif
Secara umum aktiva produktif merupakan asset operasional bank yang akan menghasilkan keuntungan atau laba bank. Untuk memperjelas pengertian aktiva produktif, di kemukakan oleh beberapa definisi aktiva produktif dari beberapa sumber.
Menurut Muhammad dalam bukunya yang bejudul “Manajemen Dana Bank Syariah” mengatakan bahwa:
“Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qurdh, surat berharga syaria’ah, penempatan, penyertaan modal , penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administrative serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia”.

(2005;118)
Sedangkan menurut Tomas Suyatno dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Perkreditan”, adalah sebagai berikut: 
“Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan meliputi:

a. Kredit yang diberikan,
b. Surat-surat berharga,
c. Penempatan dana pada bank lain, baik dalam negri maupun luar negeri, kecuali penanaman dana dalam bentuk giro, dan 
d. Penyertaan”.

(2007;123)

Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulan bahwa aktiva produktif adalah penanaman dana/pengelolaan dana maupun aktiva dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain, penyetoran modal, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administrasi serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.

2.1.3.2 Jenis Aktiva Produktif

Adapun Jenis-jenis aktiva produktif tersebut Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Dana Bank Syariah”, adalah sebagai berikut:

“Jenis-jenis aktiva produktif:

1. Pembiayaan

a. Mudharabah, dan

b. Musyarakah.

2. Piutang
a. Murabahah,

b. Salam,

c. Istishna, dan
d. Ijarah.

3. Qardh

4. Surat Berharga Syariah

5. Penempatan

6. Penyertaan Modal

7. Penyertaan Modal Sementara

8. Teransaksi Rekening Administratif 
9. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)”.
(2005;201)
Dibawah ini adalah penjelasan Jenis-jenis aktiva produktif adalah sebagai berikut:
1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad Mudharabah dan atau Musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
a. Mudharabah adalah perjanjian antara penanaman dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. Musyarakah adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad Murabahah, Salam, Istishna dan atau Ijarah.

a. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah memberi barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang disepakati antara Bank Syari’ah dan nasabah.

b. Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dauu.

c. Istishna adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

d. Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
3. Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

4. Surat berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim dipegunakan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, Sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainya berdasarkan prinsip syariah.
5. Penempatan adalah penanaman dana Bank Syariah pada Bank Syariah lainya dan atau Bank Perkereditan berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan Wadiah, deposito berjangka dan atau tabungan Mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank (Sertifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
6. Penyertaan modal adalah penanaman dana Bank Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
7. Penyertaan modal sementara adalah penanaman modal bank Syariah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity option) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Syari’ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.  
8. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (Off Balance Sheet) berdasarkan prinsip Syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel immpor atas dasar L/C berjangka, standby L/C dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.
9. Sertifikat Wadiah Bank Indinesia (SWBI) adalah setrifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut.
2.1.3.3 Penggunaan Pembiayaan

Adapun menurut penggunanya yang di jelaskan oleh Adiwarman Karim yang ditulis dalam buku yang berjudul “Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan”, yaitu membuat pembiayaan syariah ke dalam empat katagori:

 “   1.
Pembiayaan dengan prinsip jual beli,
2.
Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah),
3.
Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil (Syirkah),
4.
Pembiayaan dengan Akad Pelengkap”.
(2004;887)
Dibawah ini penjelasan penggunaan pembiayaan ke dalam empat katagori yaitu sebagai berikut:
1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Transaksi jual beli dapat di bedakan berdasarkanbentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagi berikut:
a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah (al-bai’ bi tsaman ajil) Lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah, yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).
Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil, atau muajjal). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembiayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.
b. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembiayaan dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama belakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiyaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai secara cicilan.

c. Pembiayaan Istishna

Produk istishna menyerupai produk salam, tapi dalam istishna’ pembayarannya dapat dilakuakn oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
Ketentuan umum pembiayaan Istisna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna’ dan tidak boleh berubah selama belalunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.
2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)
Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jika pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.
Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3. Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Pembiayan Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang bewujud maupun yang tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari dua pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan atau reputasi (credit wortiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi dari masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangan fleksibel.
b. Pembiayaan Mudharabah
Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang popular dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahib al-maaal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shibab al-maal dan keahlian dari mudharab.
Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al-maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan tanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahib al-maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. 
4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan , dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya biaya pengganti ini sekedar menutup biaya-biaya yang bener-bener timbul. Akad pelengkap ini adalah akad-akad tabarru.
a. Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)

Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank dapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

b. Rahn (Gadai)

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan

· Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

· Milik nasabah sendiri

· Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai rill pasar 

· Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfatkan oleh bank

c. Qardh

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal yaitu:

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjamn talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.

2. Sebagai pinjaman tunai (cash advcanced) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberikan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.

4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhnya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dan pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajihnya.
d. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L atau C, inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cukup hukum. 
Khusus untuk pembukaan L atau C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L atau C (settlement L atau C) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyarakah. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggunga jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab nasabah.

e. Kafalah (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menepatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.
2.1.4 Kualitas Aktiva Produktif

2.1.4.1
Pengertian Kualitas Aktiva Produktif

Secara umum kualitas aktiva produktif dimaksudkan sebagai keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok oleh nasabah serta tingkat kemungkina diterimanya kembali yang dinamakan dalam surat-surat berharga atau sering juga disebut dengan kolektibilitas. Menurut Dahlan Siamat di dalam bukunya yang berjudul “Menajemen Lembaga Keuangan”, mengemukakan bahwa penilaian kualitas aktiva produktif bank di lakukan berdasarkan pada :

“Ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan, untuk surat berharga”. 

(2004;136)
Aktiva prodiktif yang diklasifikasikan ialah semua aktiva yang dimiliki oleh bank yang karena sesuatu sebab terjadi gangguan sehingga usaha debitur mengalami kesulitan dalam cash flow yang dapat mengakibatkan kesulitan membayar bunga dan bahkan angsuran hutang pokoknya. Adapun pengertian kualitas aktiva produktif menurut Thomas Suyatno dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Perkreditan”, adalah sebagai berikut:

“Kualitas aktiva produktif bank dinilai berdasarkan kolektivitasnya. Penetapan tingkat kolektibilitas aktiva produktif pada prinsipnya didasarkan untuk:

1. Kredit yang diberikan didasarkan pada ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan.
2. Aktiva produktif lainnya didasarkan pada tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif lainnya tersebut serta tingkat penghasilanya”.
(2007;124)
2.1.4.2 Penilaian Terhadap Kualitas Aktiva Produktif

Secara umum, penilaian bank terdapat kualitas aktiva produktif di dasarkan pada tingkat kolektibilitasnya. Menurut Mahmoeddin dalam bukunya yang berjudul “Melacak Kredit Bermasalah”, yaitu:

“Perbandingan antara classified assets (yang terdiri kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet) dengan total earning assets (yang terdiri dari kredit yang diberikan, surat berharga, aktiva antar bank dan penyertaan)”. 
(2004;19)

Dasar penilaian aktiva produktif tersebut dapat dibentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dimiliki guna menutup resiko kemungkinan kerugian atas aktiva produktif tersebut. Menurut Lukman Dendawijaya yang didalam bukunnya yang berjudul “Menajemen Perbankan”, mengemukakan penilaian faktor kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

”Mengemukakan bahwa salah satu komponen dalam penilaian faktor kualitas aktiva produktif (KAP) dalam ketentuan yang lama adalah perbandingan (rasio) antara penyisihan penghapusan aktiva produktif  (PPAP) dan jumlah aktiva produktif yang diklafikasikan (APYD)”
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Penilaian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:
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“Dalam ketentuan yang baru, kualitas aktiva produktif (KAP) adalah perbadingan (rasio) antara penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk (PPAD) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAWD)”.
Berdasarkan ketentuan yang baru, penilaian KAP dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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(2005;153)
Untuk memasukan nilai  KAP, masukan rasio di atas ke dalam formula sebagai berikut: 
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Adapun kriteria kesehatan dikelompokan dalam 4 (empat) macam, yaitu:
Tabel 2.3
Kriteria Kesehatan Aktiva Produktif

	No
	Nilai KAP
	Peredikat

	1
	82<Nilai<103,33
	Sehat

	2
	66<Nilai<81
	Cukup Sehat

	3
	51<Nilai<65
	Kurang Sehat

	4
	<50
	Tidak Sehat


Sumber: SK Direksi Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998
2.1.5
Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)


Adapun tata cara pembentukan penyisihan penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang ditulis oleh Muhammad pada bukunya yang berjudul “Manajemen Dana Bank Syariah”, yaitu:
 ”Tata cara pembentukan penghapusan Aktiva Produktif pada bank syari’ah diatur dalam peraturan Bank Indonesia dalam pasal 2, sebagai berikut:

1. Bank syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian.

2. Cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% ( satu perseratus) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancer, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.

3. Cadangan Khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :

a. 5% (lima perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus; dan

b. 15% (lima belas perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancer setelah dikurangi nilai agunan; dan

c. 50% (lima puluh perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan

d. 100% (seratus perseratus)dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

4. Cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva produkif untuk piutang Ijarah yang digolongkan dalam perhatian kurang lancer, diragukan dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan”.
(2005;127)
Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terdiri dari:

a. Giro dan atau tabungan Wadiah, Tabungan dan atau deposito Mudharabah dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan.

b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan atau Surat Utang Pemerintahan

c. Surat Berharga Syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan aktif diperdagangkan di pasar modal.

d. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik.

Nilai agun yang dapat di perhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan Peyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 diterapkan:

a. Untuk agunan tunai berupa giro dan atau tabungan Wadiah, tabungan dan  atau deposito Mudharabah, dan atau setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus).
b. Untuk agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintahan setingi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus).
c. Untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus).
d. Untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut setinggi-tingginya sebesar : 1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 6 (enam) bulan.
Untuk agunan berupa surat Berharga Syariah setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai taksiran, penilaiannya dilakukan setelah 6 (enam) tetapi belum melampaui 18 (delapan belas) bulan ; sebangkan untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah sebesar 30% (tiga puluh perseratus ) dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 (delapan belas) bulan tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan ; dan untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah 0% (nol persratus) untuk peneliaian yang dilakukan setelah melampaui 30 (tiga puluh) bulan.

Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib dilakukan dengan cara :

a. Untuk Surat Berharga Syariah dinilai dengan menggunakan Nilai Pasar yang tercatat di pasar modal syariah pada akhir bulan .
b. Untuk tanah dan rumah tinggal dinilai berdasarkan Nilai Pasar Wajar .
c. Untuk gedung, pesawat udara dan kapal laut dinilai berdasarkan Nilai Pasar Wajar.

Penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen bagi pembiayaan, Piutang dan atau Qardh yang diberikan kepada nasabah atau group nasabah lebih dari Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern Bank Syariah, bagi Pembayaan, Piutang dan atau Qardh dengan jumlah yang lebih kecil dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif.

Bank Indonesia dapat melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif apabila :

a. Agunan tidak dilengkapi dengan dokumen hokum yang sah dan atau pengikatan agunan sebelum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
b. Penilaian tidak dilakukan sesuai dengan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, atau

c. Agunan tidak dilindungi asuransi dengan bunker’s clause I yaitu klausul yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.
2.1.6
Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah
Gambaran kinerja suatu bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya, biasanya tecemin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti yang dituliskan oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Dana Bank Syariah”, adalah sebagai berikut:
“1. Shahibul maal/pemilik dana;

  2. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana;

  3. Pembayar zakat, infaq dan shadaqah;

  4. Pemegang saham; 

  5. Otoritas pengawasan;
  6. Bank Indonesia;

  7. Pemerintah;

  8. Lembaga penjamin simpanan; dan

  9. Masyarakat”.

(2004;151)

Didalam analisis laporan keuangan ini juga memiliki informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, sebagai berikut yang di jelaskan oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Dana Bank Syariah”, adalah sebagai berikut:
“ 1.
Untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan;

2.
Untuk menilai prospek arus kas bank penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang;

3.
Mengenai sumber daya ekonomis bank (economic resources), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut;
4.
Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaanya;

5.
Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank tingkat bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi terkait;dan

6.
Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolan dan penyaluran zakat”.
(2004;152)
Maka dapat mengambil kesimpulan bahwa laporan keuangan sangat bermanfaat untuk mengetahui informasi yang sangat penting misalnya mengetahui informasi pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan, dapat menilai prospek arus kas bank penerimaan maupun pengeluaran kas di masa dating, mengetahui sumber daya ekonomis bank,mengetahui kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank tingkat bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, dan dapat pemenuhan fungsi sosial bank.

2.1.7 Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan 

Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang di percayakan kepada mereka, yang di jelaskan oleh Muhammad dalam Bukunya “Manajemen Dana Bank Syariah”, adalag sebagai berikut:
“ 1.
Tanggung jawab atas laporan keuangan.

   2.
Komponen laporan keuangan.

   3.
Bahasa laporan keuangan.

   4.
Mata uang pelaporan.

   5.
Kebijakan Akuntansi

   6.
Penyajian.

   7.
Konsistensi penyajian.

   8.
Materialitas dan Agregasi.

   9.
Saling hapus (offsetting)

   10.
Periode Pelaporan.

   11.
Informasi komparatif

   12.
Laporan keuangan interim

   13.
Laporan keuangan konsolidasi”.

(2004;152)
Dibawah ini penjelasan dari sarana pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang di percayakan kepada mereka dalam laporan keuangan, sebagi berikut:
1. Tanggung jawab atas laporan keuangan.
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Komponen laporan keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. Laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, dan catatan atas laporan keuangan.
3. Bahasa laporan keuangan.
Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi yang sama dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi inkonsistensi dalam penyajian laporan, maka yang dipergunakan sebagai rujukan adalah dalam bahasa Indonesia.
4. Mata uang pelaporan.
Mata uang pelaporan harus dalam rupiah. Apabila transaksi keuangan menggunakan mata uang asing selain rupiah, maka harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunkan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transakasi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Kebijakan Akuntansi.

Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, harus ditetapkan kebijakan agar laporan keuangan yang disajikan menurut informasi yang dapat diandalkan dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.
6. Penyajian.
a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas, perubahan investasi terikat, sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, sumber dan penggunaan dana qardhul hasan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Aktiva di sajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya, dan investasi tidak terikat disajikan dalam unsur tersendiri.

c. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan yang istimewa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa termasuk pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

d. Laporan laba rugi menggambarkan pendapat dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (multiple step) dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.

e. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya. Setiap pos dalam komponen laporan keuangan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif terhadap laporan keuangan pokok, sehingga laporan keuangan secara keseluruhan tidak akan menyesatkan pembaca. Informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain, mengenai:

1. Gambaran umum bank syariah,

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan,

3. Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan, dan
4. Pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenakan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Perubahan estimasi akuntansi

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun periode-periode berikutnya.
2. Perubahan kebijakan akuntansi 

a. Kebjakan akuntansi dapat diubah apabila.

1. Terdapat peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapanya, atau

2. Diperkirakan bahwa perubahan tersebt akan menghasilkan penyajian kejadian atau transakasi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

b. Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
c. Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasanya atau mengikuti ketentuan dalam PSAK yang berlaku apabila terdapat aturan lain dalam ketentuan masa transaksi pada standar akuntansi keuangan baru.
3. Terdapat kesalahan mendasar

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dalam melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

g. Pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan zakat, infaq dan shadaqah, laporan sumber dan penghasilan dana qardhul hasan harus diberi pernyataan “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.

h. Disamping hal-hal di atas, penyajian laporan keuangan bagi bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia, sedangkan bagi bank yang telah go public wajib pula mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal.
7. Konsistensi penyajian.
a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
1. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan, atau

2. Perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK

b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi tersebut juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.
8. Materialitas dan Agregasi.
a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.

b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

c. Informasi dianggap material apabila kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan mencatat (misstatement) informasi tersebut keputusan yang diambil.

9. Saling hapus (offsetting).

a. Jumlah aktiva dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aktiva lain kecuali secara hukum diberikan dan saling hapus tersebut mencerminkan perkiraan realisasi atau penyelesaian aktiva dan kewajiban.

b. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disaling hapuskan kecuali yang berhubungan dengan aktiva dan kewajiban yang disalinghapuskan sebagi mana dimaksud pada 10.a.
10. Periode pelaporan.
Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal bank baru berdiri, merger atau akuisisi atau konsolidasi, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim. Selain itu, untuk kepentingn pihak lainnya, bank dapat membuat dua laporan yaitu dalam tahun takwim dan periode efektif dengan mencantumkan:
a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.

b. Fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.
11. Informasi komparatif.

a. Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebemnya. Sedangkan untuk laporan laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.

b. Informasi Komparatif yang bersifat naratif dan deskritif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
12. Laporan keuangan interim.

a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan tahunan dan dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan keuangan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulan atau periode yang lain yang kurang dari satu tahun.
b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dan investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, dan catatan atas laporan keuangan.
13. Laporan keuangan konsolidasi.
Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, ekuitas, pendapatan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi , maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan, harus dieliminasi.

b. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan, harus dieliminasi.

c. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan, keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. Apabila tanggal pelaporan keuangan tersebut berbeda maka laporan keuangan konsolidasi per tanggal laporan keuangan bank masih dapat dilakukan sepanjang:
1. Perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, dan 

2. Peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka penyesuaian yang diperlukan harus dilakuakn.

d. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
e. Hak minoritas (minority interest) harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi antara kewajiban dan modal. Sedangkan hak minoritas dalam laba disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi.
2.1.8
Rasio-rasio Keuangan Bank Syariah di Indonesia
Hingga saat ini analisis rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvesional. Jenis analisis rasio keuangan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu menurut Muhammad dalam bukunya “Manajemen Dana Bank Syariah”, adalah sebagai berikut:

“ 1.  Perbandingan Internal adalah analisis dengan membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama.

   2. Perbandingan Eksternal adalah analisis dilakuakn dengan membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industri pada suatu titik yang sama”.

(2004;158)

2.1.9 Jenis-jenis Rasio Keuangan Bank

Analisis laporan keuangan bank syariah dilakuakn dengan menganalisis posisi neraca dan laporan laba rugi, adapun jenis-jenis rasio keuangan bank yang di definisikan oleh Muhammad dalam bukunya “Manajemen Dana Bank Syariah”, adalah sebagai berikut:

“ 1. Rasio Likuiditas,

   2. Rasio Aktivitas,

   3. Rasio Profitabilitas (Rentabilitas), dan

   4. Rasio Biaya”.

(2004;158)
Dibawah ini penjelasan dari jenis-jenis rasio keuangan bank yaitu sebagi berikut:
1. Rasio Likuiditas adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek meliputi:
a. Current Ratio, adalah ukuran kemampuan bank untuk membayar utang dengan menggunakan aktiva lancer yang dimiliki. 
b. Quick (Acid Test) Ratio, adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendek dengan aktiva lancar yang lebih likuid.
c. Loan Deposit Ratio (LDR), adalah menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.
2. Rasio Aktivitas, adalah ukuran untuk menilai tingkat efesiensi bank dalam memanfaatkan sumber dana yang dimilikinya. Rasio ini meliputi:
a. Fixed Asset Turnover (FAT) , adalah kemampuan aktivitas (efisiensi) dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva tetap bank dalam suatu periode tertentu dengan jumlah keseluruhan aktiva.

b. Total Asset Turnover, adalah rasio yang menunjukan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan bank dalam mengelola sumber dana dalam menghasilkan pendapatan (revenue).
3. Rasio Profitabilitas (Rentabilitas), adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank, yang meliputi:
a. Profit Margin, adalah gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba.
b. Returen on asset, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.
4. Rasio Biaya, adalah menunjukan tingkat efisiensi kinerja operasional bank. 
2.1.10 Analisis Rasio Rentabilitas

Merupakan alat untuk mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dalam kegiatan operasionalnya sehingga akan terlihat kondisi perusahaan.
2.1.10.1 Pengertian Rentabilitas

Adapun pengertian rentabilitas menurut Agnes Sawir dalam bukunya “Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan”, yaitu mengemukakan bahwa:
 “rasio rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya”.
(2005;31) 

Sedangkan menurut O.P.Simorangkir dalam bukunya ”Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank”, yaitu sebagai berikut:

“Rentabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba”.

(2004;152)

Dalam perhitungan rasio-rasio rentabilitas ini biasanya dicari hubungan timbal balik antar pos, yang terdapat pada laporan rugi laba bank dengan pos-pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efesiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan.
2.1.10.2 Analisa Rasio Rentabilitas Suatu Bank

Menurut Lukman Dendawijaya dalam bukunya “Manajemen Perbankan”, analisa rasio rentabilitas suatu bank antara lain sebagai berikut:

“1.  Retrun On Assets (ROA),
2. Retrun On Equity (ROE),
3. Rasio Maya ( Beban ) Operasional,
4. Net Profit Margin (NPM) Ratio”.
(2005;118)
Dibawah ini penjelasan dari rasio-rasio rentabilitas suatu bank sebagai berikut:
1. Retrun On Assets (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

2. Retrun On Equity (ROE)
ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan ROE Modal sendiri. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut.


Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor dipasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah go  public). Rasio ROE ini merupakan indikator yang amat penting bagi pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.
3. Rasio Maya (Beban) Operasional

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
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Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.
4. Net Profit Margin (NPM) Ratio 

Net Profit Margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
2.1.11
Hubungan Kuantitas Aktiva Produktif terhadap Rentabilitas


Seperti diketahui bahwa aktiva produktif yang disalurkan kepada nasabah harus dinilai kualitasnya. Semakin tinggi kualitas aktiva produktif semakin meningkatkan rentabilitas dari segi ROA-nya dengan semakin lancarnya kolektibilitas dari dana yang disalurkan (aktiva produktif) terhadap nasabah akan meningkatkan keuntungan atau laba hal ini diungkapkan oleh Moh.Ramli Faud dan M. Rustam DM dalam bukunya yang berjudul “Akutansi Perbankan Petunjuk Praktis Operasional Bank”, yang mengemukakan pengertian kualitas aktiva produktif yaitu sebagai berikut :

“Sampai sejauh mana bank memelihara kualitas aktivanya seproduktif mungkin, sehingga menjamin hasil yang mendukung rentabilitas”. 
(2005;288)
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas aktiva produktif turut mempengaruhi rentabilitas. Namun apabila kualitas rentabilitas atau kolektibilitas tidak lancar, maka akan memperhambat bank untuk memperoleh assetnya kembali. Hal ini dapat menghilangkan kesempatan bank untuk memperoleh laba sehingga dapat menurunkan rentabilitas yang dicapinya. Dalam hal ini, rasio yang dijadikan alat ukur mengukur rentabilitas (Retrun On Asset). 
Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif ini meliputi rahasia produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif serta rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk (PPAD) terhadap penyisihan penghapusaan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAWD). Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa untuk meningkatkan rentabilitas dari segi ROA, kolektibilitas penyaluran  dana harus lancar dan bank harus berusaha untuk menimalisir kolektibilitas macet. Oleh karena itu, kualitas aktiva produktif harus senantiasa dalam keadaan sehat.

Tinggi rendahnya rentabilitas pada perbankan Syariah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu;

a. Jumlah aktiva produktif,

b. Efesiensi,

c. Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan 

d. Nilai Tukar

Pengaruh rentabilitas ini sangat menunjang terhadap kelansungan kinerja kesehatan perbankan, karena rentabilitas ini menjadi tujuan yang akan dicapai oleh bank.
2.2 Kerangka Pemikiran
Tingkat kesehatan bank merupakan hal yang terpenting yang harus disesuaikan oleh manajemen bank, selanjutnya pengelolaan bank diharuskan memenuhi kestabilan kualitas aktiva produktif yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatannya.
Aktiva produktif merupakan asset operasional bank yang akan menghasilkan keuntungan atau laba bagi bank. Ada empat macam aktiva produktif atau aktiva yang menghasilkan , yaitu pembiayaan, surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan penyetoran modal.
Menurut Dahlan Siamat dalam bukunya “Manajemen Lembaga Keuangan“, mengungkapkan :
“Aktiva produktif atau earning assets adalah penentuan dana dalam rupiah dan valuta asing yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan yang di gunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasionala bank termasuk biaya bunga, biaya tenaga kerja dan biaya operasional lainnya”.
(2004;34)

Selanjutnya atas dasar penilaian aktiva produktif tersebut dapat  di bentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang memiliki guna menutup kemungkinaan kerugian atas aktiva produksi tersebut.
Lukman Dendawijaya dalam bukunya “Manajemen Perbankan”. Menerangkan ketentuan yang baru mengenai perhitungan kualitas aktiva produktif yaitu:

“Kualitas aktiva produktif (KAP) yaitu perbandingan (Rasio) antara penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk (PPAD) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAWD)”. 
(2005;153)
Jadi, semakin tinggi kualitas aktiva produktif maka semakin baik karena hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian atau kolektibilitas atas dana yang telah disalurkan relatif lancer dan tidak banyak mengalami kemacetan.Hasil analisasi terhadap aktiva produktif ini sangat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank dalam menganalisis lebih lanjut mengenai positif keuangan badan usaha yang bersangkutan serta untuk mengetahui tingkat keuntungan bank dalam memperoleh laba.
Untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sebagai modal operasional yang digunakan, dapat dipakai salah satu nilai akuntansi yaitu rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas merupakan salah satu upaya untuk mengukur kinerja kesehatan bank.
Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Perbankan”, mengatakan bahwa:

“Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang di capai oleh bank yang bersangkutan”.
(2003;279

Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya mengemukakan pengertian rentabilitas di dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Perbankan” sebagai berikut :

“Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk meningkatkan dan mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dipengaruhi oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kinerja ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank”.
(2005;118)
Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio rentabilitas adalah alat untuk mengukur atau meningkatkan tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang dipengaruhi oleh bank dan dapat mengukur tingkat kesehatan bank.
Rasio yang dijadikan alat untuk mengukur rentabilitas adalah ROA (Returen On Asset) yaitu kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total assetnya ROA menurut Teguh Pudjo Mulyono yang ditulis di bukunya yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan”, yaitu:
“ROA di gunakan untuk mengukur kemampuan manejemen bank dalam mengelola aktiva yang dikuasainya untuk menghasilkan berbagai income”.

(2000;141)

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pada tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Hal ini sejalan dengan pengukuran kualitas aktiva produktif yang menekankan pada pengelolaan asset, terutama earning asset (aktiva produktif) 
Jadi melihat rentabilitas manajemen dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan baik dari pendapatan, perubahan asset maupun modal. Dapat disimpulkan bahwa rentabilitas dan aktiva produktif ini dapat diketahui setelah adanya usaha atau aktivitas bank akan meningkatkan aktiva produktifnya. Rentabilitas akan semakin tinggi apabila aktiva produktifitasnya mengalami kenaikan. Karena semakin baik kuantitas aktiva produktif akan meningkatkan laba, sebaliknya apabila kuantitas aktiva produktif mengalami penurunan akan menambah cadangan pembentukan aktiva produktif sehingga akan mengurangi laba. Oleh karena itu semakin tinggi kualitas aktiva produktif maka semakin tinggi pula pada rentabilitasnya, hal  ini di ungkapan oleh Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya ”Manajemen Dana Bank”, sebagai berikut:
“Penempatan dana dalam bentuk kredit sebagai usaha pelayanan kebutuhan uang masyarakat dan penempatan dana dalam bentuk-bentuk lain, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, demi kepentinga rentabilitas/profitability”.

(2003;80)
Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa lancer tidaknya penempatan dana dalam bentuk kredit dan penempatan bentuk lainya, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang atau sering disebut dengan aktiva produktif, akan mengetahui bagai mana kualitas aktiva produktif di suatu bank, apa bila kualitas aktiva produktif kurang lancar maka akan berpengaruh terhadap rentabilitas bank menjadi turun, maka sebaliknya jika kualitas aktiva produktifnya lancer maka rentabilitasnya pun ikut naik. 










Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran
2.3
Hipotesis


Hipotesis yang kebenaranya harus di uji secara empirik. Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Administrasi”, mengemukakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

“Hipotesis dalam penelitian yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diteliti. Rumus masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variable atau lebih, perbandingan (komparansi), atau variable mandiri (deskripsi)”. 

(2007:74)


 Jadi hipotensis adalah keterangan secara sementara dari rumusan masalah yang diteliti. Berdasarkan kerangka pemilkiran diatas, maka penulis berasumsi dalam penelitian ini bahwa : ”Kualitas aktiva produktif berpengaruh terhadap rentabilitas”.
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